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KATR PENGANTAR

dang Dasar 1945 adalah pembentukan lembaga hegara baru,

yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pembentukan DPD
tujuan awalnya adalah untuk mengikutsertakan daerah dalam setiap
keputusan politik nasional. Untuk mewujudkan tujuan itu, satu-satu-
nya jalan adalah mengubah sistem unikameral menjadi sistem bika-
meral, yaitu bikameral yang murni.

§alah satu perubahan penting dalam amandemen Undang-Un-

Keberadaan DPD tersebut telah membangkitkan harapan ma-
syarakat di daerah bahwa kepentingan daerah dan masalah-masalah
daerah dapat diangkat dan diperjuangkan di tingkat nasional. Namun,
harapan itu menjadi pudar setelah DPD mengalami proses politik di
MPR, di mana fraksi-fraksi ada yang setuju DPD diberi kewenangan
yang sama dengan DPR, sebaliknya ada yang tidak setuju DPD diberi
status sebagai lembaga legislatif, dan bahkan akhirnya semua fraksi
melalui kompromi politik setuju DPD diberi kewenangan terbatas.
Kewenangan terbatas itulah yang sampai hari ini menimbulkan perde-
batan/kontroversial di kalangan masyarakat terutama para politisi,
praktisi, maupun akademisi yang ujung-ujungnya mengarah kepada
amandemen ke lima UUD 1945.



vi Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Pada saat ini hasil amandemen UUD 1945 diakui atau tidak
berada dalam wilayah teori bikameral, tetapi bikameral yang tidak
murni karena kewenangan DPD tidak sama dengan DPR khususnya
di bidang legislasi.

Prospek DPD ke depan dalam lembaga perwakilan sistem
bikameral harus semakin jelas dan tegas menjadi sistem bikameral
yang murni dengan menata fungsi legislasi DPD dan lembaga terkait
seperti MPR, DPR, dan Presiden. Selain menata ulang fungsi legislasi
juga menata ulang struktur lembaga perwakilan yang tidak jelas,
karena secara formal dapat bersifat bikameral karena MPR terdiri dari
anggota DPR dan DPD, secara struktur bersifat trikameral karena ada
MPR, DPR, dan DPD yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri dan
mempunyai kewenangan sendiri-sendiri, tetapi secara praktis dapat
disebut unikameral karena kewenangan penuh legislasi ada di DPR.

Harapan ke depan Lembaga Perwakilan di Negara Kesatuan
Republik Indonesia adalah menjadi lembaga perwakilan dengan sistem
bikameral murni dengan mengubah beberapa pasal dalam UUD 1945
seperti pasal 2 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat 1-5, pasal 22D
ayat 1, 2, 3 dan diproses sesuai aturan main UUD 1945.

~ Terkait dengan terbitnya buku ini penulis telah mencoba
mengkaji fungsi dan kewenangan DPD dalam Undang-Undang Dasar
1945 dan mencoba memberikan solusinya lewat amandemen seri
ke dua atau amandemen ke lima karena titik lemah DPD ada pada
konstitusi bukan pada Undang-undang Organiknya.

Yogyakarta, Oktober 2011

Prof. Dr. H. Subardjo, S.H., M. Hum.
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Keberadaan DPD telah membangkitkan harapan masyarakat di daerah bahwa
kepentingan daerah dan masalah-masalah daerah dapat diangkat dan dlperjuangkan di
tingkat nasional. Namun harapan-harapan itu menjadi pudar setelah DPD mengalami proses
politik di MPR, di mana fraksi-fraksi ada yang setuju DPD diberi kewenangan yang sama
dengan DPR dan ada pula yang tidak setuju DPD diberi status sebagai lembaga legislatif
bahkan, akhirnya semua fraksi melalui kompromi politik setuju DPD diberi kewenangan
terbatas. Kewenangan terbatas itulah yang sampai hari ini menimbulkan kontroversial di
kalangan publik, terutama para politisi, praktisi maupun akademisi yang ujung-ujungnya
mengarah pada amandemen kelima UUD 1945. Harapan kedepan adalah lembaga
perwakilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi lembaga perwakilan dengan
sistem bikameral murni melaluiamandemen kelima UUD 1945.

Terkait dengan terbitnya buku ini penulis mencoba mengkaji fungsi dan
kewenangan DPD dalam UUD 1945, dan mencoba memberikan solusinya melalui
amandemen kelima karena titik lemah DPD ada pada konstitusi bukan pada Undang-Undang
Organiknya.
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